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Abstrak
Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagi bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang dipasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. 
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya, hadirlah electronic procurement yang selanjutnya disingkat sebagai e-procurement sebagai suatu sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan e-procurement, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktik curang dalam lelang pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.
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Abstract
In organizing the national life, the government is required to participate in promoting the general welfare of social justice for all Indonesian people. For achieving this, the government is obliged to provide for the needs of the people in terms of goods, services, and infrastructure development. The procurement of goods and services are starting from the purchase/sale process of goods in the market (cash), then the progress towards purchasing a payment term, by making accountability documents from (buyer and seller) and finally through the procurement auction process. The goods and services procurement is essentially an effort by the user to realize the goods and services that he wants by using certain methods and processes in order to reach an agreement in terms of price, time and others. 
There is an electronic procurement, which abbreviated as e-procurement, as an auction system in the process of procuring goods and services by the government that using the internet-based technology, information and communication facilities. With e-procurement, the auction process could take place in an effective, efficient, open, competitive, transparent, fair and accountable so that it is expected to reflect the transparency and also minimize fraudulent practices in the auction of goods and services procurement that result in harming national finances.
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